
b. bahwa dalam rangka menyesuaikeo 
perkembangan peraturan perunda.ng-undangan 
yang mengatur pengadaan barang/ jasa 
pemerintah. khususnya ketentuan pengadaan 
secara elektronik, make beberapa ketentuan 
dala.m. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada huruf a eudah tidak sesuai lagi, sehingga. 
perlu menyusun kembali Pcdoman Pclak8anaan 
Pengadaan Baning/ Jasa. pada Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Tjitrowardojo Pwworejo dengan menerbitkan 
Peraturan Bu pa.ti yang baru; 

a, bahwa untulc memberikan acuan dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pacla Bad.an 
Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum 
Daerah Dr. 'fjitrowardojo Purwotejo yang dibiayai 
dari dana yang bersumber dari pendapatan 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit 
Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, telah 
diterbitkan Peraturan Bupati Purworcjo Nomor 52 
Tahun '2014 tentang Pedoman Pelak8anaan 
Pengadaan Barang/ Jasa pada Ba.dan Layanan 
Umum Dacrah RSUD Dr. 'Tjitrowardojo Purworejo, 
sebagaimana telah diubah dcngan Perttturan 
Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peratumn Bupati Purworejo 
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelakaanaan Pengadaan Barangj Jasa Pada 
Badan Layanan Umum Daerah RSUD 
Or. Tji~ojo Purwottjo; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

l .,.. 
1· , 

Mcnimbang 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA 
PADA BADAN l.AYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 7TAHU112016 

BUPATJ PURWOREJO 
PROVI!l'Sl JA VIA TEll'GAB 

ISALINAN! 

 



.., 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN 
PELAKSANMN PENGADMN BARANG/JASA PADA 
SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH Dr. TJlTROWAROOJO PURWOREJO . 

MEMUTUSKAN: 

I. Pasa1 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalaJn 
Lingkungan Propinsii Jawa Tcngah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia TahWl 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 55871, 
sebagai.mana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan At.as Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

4. Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaa.n Keuangan Sadan Layanan 
Umum {Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nepra 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 
diubah dengan Pt:ratu.ran Peroerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Pengelolaeo Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

5. Peraturan Menteri Oala.m Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknia PenRClolaan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

c. bahwa benl.asarkan pertimbangan sebagaimana 
diroaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Ja88. pada Sadan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umwn 
Dacrah Dr. Tjitrowardojo Purworejo; 

Mcngingat 

 



Da.lain Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purworejo. 
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Purworejo yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepeda masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 
jaaa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegjatannya didaaarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktifitaa. 

3. Rumah Sa.kit Umum Oaerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang 
aelanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang dikelola dengan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

4, BLUD-RSUD adalah BLUD-RSUO Dr. 'T'.iitrowardojo Purworejo. 
5. Pemimpin BLUD-RSUD adalah Direktur BLUI>-RSUO yang 

selanjutnya disebut Direlrtur. 
6. Pengadaan barang/jaaa adalah kegiatan untuk memperoleh 

bw-ang/jasa. yang proeesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan 
sampai diaclesaikannya seluruh kegiatan untuk rnemperoleh 
barang/ jasa, 

7. Pengadaan barang/jasa BLUD-RSUD adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa. yang dibiayai dari dana yang bersumber dari 
pendapatan BLUD-RSUD, yang berupa jasa layanan, hibah yang 
tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain 
pendapatan BLUD-RSUD yang sah di luar pendapatan yang berasal 
dari APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara ewakelola 
maupun oleh penyedia barang/jasa. 

8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 
kegia1an usahanya menyediakan barang/jasa. 

9. Fleksibilitas adalah lreleluasaan pengelolaan keuangan/barang 
BLUD-RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualilcan 
dari ketentuan yang berJ.aku umum. 

10. Pengguna Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya dapat disingkat 
PA adslah Direktur BLUD-RSUD yang beratatus Pegawai Negeri 
Sipil atau Pajabat Kenangan BLUD-RSUD apabila Direktur BLUO­ 
RSUO bukan Pcga.wai Negeri Sipil aelaku pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran BLUD-RSUD. 

11. Kuasa Pengguna AngglU'IUl BLUD-RSUD yang selanjutnya dapat 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebegian kewcnangan PA dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungai BLUD-RSUD. 

12. Pcjabat Keuangan BLUD-RSUI> adalah Wakil Direk.tur Umum dan 
Keuangan BLUD-RSUD. 

13. Pejabat P=lbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom 
adalah pejabat yang bertanggung jawab ataa pelaksanaan 
pengadaan barang/ jasa. 

Paaal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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14. Pejabat Penatausa.haan Keuangan BLUD·RSUD yang selanjutnya 
disingkat PPK BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada BLUD-RSUD. 

15. Pejabat Pelaksana Teknia Kegiatan BLUD-RSUD yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada BLUD-RSUD yang 
melaksanakan satu atau bebc:rapa kegiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

16. Bendahara Pengeluaran ad.alah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk mcnerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
rneropertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD· 
RSUD termasuk di dalamnya untuk belanja pengadaan barang/jasa 
BLUD-RSUO. 

17. Panltia Penpdaan BLUD·RSUD, yang selaajutnya disebut Panitia 
Pengadaan, adalah Panitia yang dibentuk oleh PA untuk 
mclabanakan pemilihan penyedia barang/jasa pad.a kegiatan 
pengadaan barang/ja88 BLUO-RSUD. 

18. Pejabat Pengiidaan adalah Personi] yang ditunjuk untuk 
mcJaksakan pengadaan E-Pureho.sing tcrhadap Barang/Jasa yang 
tercantum pada catalog clcktronik (e-catalogue). 

19. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang 
ditctapkan oleh PA/KPA yang bertugas untuk memeriksa dan 
menerirna hasil pengedaan barang/jasa. 

20. SPI adalah penyelenggara satah satu unaur pengendalian intern 
yang penting, yaitu merupakan aparat pemeriksa/ pengawas intern 
Rumah Sakit. 

21. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk 
menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

22. Surat Pesanan adalah surat pemesanan pengadaan kepada 
penyedia barang/jasa untuk mel.aksanaken pengadaan 
barang/jasa. 

23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bcrgeralc maupun tidak bergerak yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dlpcrgunakan, atau dimanfaatkan oleh 
Pengguna Barang. 

24. Pekerjaan konstruksi adalah seluruah pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan kom;trukai bangunan atau pembuatan wi.tjud 
lisilc lainnya. 

25.Jasa Konsultansi edeleh jasa layanan profesionaJ yang 
membutuhk.an k.eahlian tertentu di berbaglU bidang keilmuan yang 
mcngutamel<.an adanya olah pikir atau brain wa,.,, 

26. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemmapuan tertcntu 
yang mengutamakan ketrampilan (s/cilwan!tdalam suatu 11hrtem ta.ta 
kelola yang telah d.ikcnal luas di dunia uaaha untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan atau sewiJe pekerjaan dim/ atau penyedia jasa 
selain Jasa Konsultansi, pelalnanaan Pekerjaan Konstruksindan 
Pengadaan Barang. 

27. Sertifikat keahlian pengadaan baning/ jasa pemerintah yang 
selanjutnya dapat disingkat Sertifikat Keahlian adalah tanda bukti 
pengalruan dari pemerintah atas kompentensi dan kemampuan 
profesi dibidang Pengadaan Ba.rang/ Jasa. 

 



; 

28. Dokumen pengadaan adalall dokumen yang ditetaplcan oleh Panitia 
Pengadaan yang memuat informaai dan ketentuan yang harus 
ditaati oleh para pihak dalam prose" Pengadaan Barang/Jasa. 

29. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang eelanjutnya diaebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa 
at.au pelaksana Swakelola. 

30. Pakta integritas adalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, kcrupsi, dan nepotisme 
(KKN) dalam pengadaan barang/jasa. 

31. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah 
dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan 
oleh bank umum/ perusahaan penjaminan/ perusahaan asuransi 
yang diserahkan oleh penyedia berang/jasa kepada PPKom/ Panitia 
Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajibaJl penyedia 
barang/jaea. 

32. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan barang/jesa yang harus 
dipenuhi tetapi belum tersedla angglll1Ulnya. 

33. Keadaan darurat edalah suatu keadaan yang tidak diharapkan 
secara berulang, berada diluar kendali manusia, harus dilakukan 
segera dan pekerjaannya tidak dapat ditund.a. 

34. Kebutuhan keadaan luar biasa adalah kebutuhan barang/jasa 
untuk memenuhi kcjadian luar biasa suatu penyakit atau wabah 
penyakit. 

35. Pele!angan Umum adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semue Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa La.lnnya yang memenuhi 
syarat. 

36. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Ja.sa. Jasa 
Konst:ruksi dan jasa lainnya kepada Penyedia Jasa tanpa melalui 
Pelelangan Umum, untuk pekerjaan yang bemilai paling tinggi Rp 
750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluhjuta Rupiah). 

37. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/JIIB8 dengan cara menunjuk l.angsung 1 (satu) Penyedia 
Barang/ Jasa. 

38. Pengadaan secara konsinyasi adalah pembelian atas barang yang 
dititipkan (diserahkan secara fisik oleh Penyedia Barang kepada 
BLUD-RSUD) berdaaarkan perjanjiAn kerja sama. 

39. Katalog Elektronik (~) adalah aistem infonnasi elektronik 
yang mernuat daftar, jmis, speaifikui wknis dan harg.a barang 
tertcntu darl berbapi penyedia barang/ja.sa Pernerint.ah. 

40. E-Purehnsing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sit.em 
katalog elektronik. 

41. Formularium Nasional a.da1ah daftar obat terpilih yang dibutuhkan 
dan harus tersedia di faailitas kesehatan eebagai acuan dalarn 
pelaksanaan Jeminan Kesehatan Nasional (JKN). 

42. Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat yang telah disahkan 
oleh Direlctur atas usulan Tim Farmasi dan Terapi berdasarkan 
usulan semua dok:ter spegialis di RSUD yang digunalca.n sebagai 
pedoman untuk pengadaan obat di RSUD serta penggunaan obat 
bagi pasien yang dilayani di RSUD. 

 



(11 BLUD-RSUD d.iberikan flekaibilitaa berupa pembebasan sebagjan 
atau aeluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi 
pengw:laan barang/jua pemerinteh apabila terdepat alaaen 
efisiensi dan efektivilAS atau dalam keadaan mendesak, k:e,adaan 
darurat dan keadaan luar biasa. 

FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JA.SA DI BLUD-RSUD 

Pasal 4 

BAB rv 

(21 Pengadaan barang/jasa BLUO-RSUD harus dapat menjamin 
ketersed.iaa.ll buang/ja&a yang lebih bermutu, proses pengadaan 
yang Qeksibel, efisien dan efcktif serta mudah menyesnaikan 
dengan kebutuhan untuk mcndukung kelancaran pelayanan BWD­ 
RSUO. 

Pasal 3 

(1) Pengadaan barang/jasa BLUD-RSUO dilalrukan berdasarkan 
prinsip efisien, efektif, terbuka dan berea.ing, tranaJ)IU'8D, adil/tidak 
diskriminatif, akuntabel, flekaibel d.an prakt.ek bisnia yang sehat. 

PRINSIP DASAR 

BABUJ 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah aglll" BLUD­ 
RSUD daJam pengadaan barang/jasa BLUD-RSUD dapat 
memperoleh be.rang/jasa yang dibutuhkan, dengan harga dan 
kuaJitas yang dapat dipcrtanggungjawabkan secara Ileksibel, efektif 
den efisien. 

(l) Maksud ditetapkannya Pcraturan Bupati ini adalah untuk 
rnemberikan pedoman pelaksanaan teknis dan adminiatrasi dalam 
pelaksanaan pengadaan bamng/jasa BLUD-RSUD sehingp 
rnemudahkan bagj pelaksana pengadaan barang/jaaa dan penyedia 
barang/jasa dalarn proses pengadeen barang/jasa sesuai dengan 
fungsi dan peranan masing-malling. 

Pasal 2 

MAKSUO DAN TUJUAN 

BAB II 

 



(2) Pengelola pengadaan banwg/jasa BLUD-RSUD untuk Pengadaan 
Barang/Jasa melalui Swakelol.a terdiri atae: 
a. PA; 
b. KPA; 
c. PPKom; 
d. PPK-BLUD; 
e, PPJ'K; 
r. Panitia Penglldaan Barang/ Jaaa 
g. Pcjabat Pengadaan Barang/Jasa; dan 
h. Panitia Penerima KMil Pckerjaan. 

(1) Pengelola pengadaan barang/jasa BLUD·RSUD untuk Pengadaan 
Barang/Jasa melalui Penycdia Barang/Jasa, terdiri atas: 
a. PA; 
b. KPA; 
c. PPKom; 
d. PPK-BLUD; 
e. PPTK; 
f. Panitia Penglldaan Barang/ Jasa 
g. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; dan 
h. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Pcngelola 

PELAKSANA PENGADMN BARANG/JASA BLUD-RSUD 

BABY 

(3) Pengadaan barang/jaaa yang dananya berasal dari hibah terikat, 
dapat dilakukan dengan mengikuti ketenruan pengadaan dari 
pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang 
berlaku bagi BLUD-RSUD sepanjang disetujul pemberi hibah. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat [I], diberikan terhadap 
pengada.an be.rang/jasa yang sumber dananya berasal dari: 
a. jasa Jayanan; 
b. hibah tidak terika.t; 
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; 
d. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah. 

 



.. 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi KPA, harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. memiliki integritas; 
b. memiliki disiplin tinggi; 
c. memiliki tanggung jawab clan kualifikasi teknie scrta manajerial 

untuk mela.ksana.kan tugas: 
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tega1 clan IJlemiliki 

ketelada.nan dalaJn sikap perilaku serta tidak pemah terlibat 
Korupai Kolusi clan Nepotime (KKN); 

e, menandatangani Pakta lntegritas; 
f. memiliki tanggung jawab dan kualiflkaai teknls serta manajerial 

untuk melalcsanakan tugas; 
g. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan rnemiliki 

kcteladanan dalam sikap pcrilaku serta tidak pernah terlibat 
Korupsi Kolusi dan Ncpotime (KKN); 

h, minimal menduduki Jabatan Struktural Esclon In; 
i. diutamakan telah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan 

Barang/ .Jasa. 

Pasal 7 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi PA, harus memenuhi syarat sebagai 
berilrut; 
a. memiliki in tegri tae; 
b. memiliki disiplin tinggi; 
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi tcknis serta manajerial 

untuk melaksanakan tugas; 
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pemah terliba.t 
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN]; 

e. menandatangani Pakta lntegritas; 
f. memiliki tanggung jawab clan kualifikasl teknis serta manajerial 

untuk mel.aksanakan tugas: 
g. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

"teladanan dalam si.k.ap perilalcu serta tidak pemah terlibat 
Korupei Kolusl dan Nepotime (KKN); 

h. mendudukijabatan sebt\gai Pcm.impin BWD-RSUD. 

(2) PA sebagairnana dimaksud pada aya.t {I), diangkat oleh Bupati dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupe.ti. 

Paragraf2 
KPA 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Persyaratan dan Pengangka.tan 

Paragraf I PA 

• 

 



(4) PPKom daJam melak88kanan tug.as bertanggung jawab kepada 
PA/KPA. 

(3) PPKom sebagaimana dimakaud pada ayat (1), diangkat oleh PA clan 
ditetapkan dengan Kcputuaan PA. 

(2) Persyaratan manajerial aebagaimana dirnakaud pada ayat (I) 
buru! c adalah: 
a. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (Sil dcngan 

bidang keahlian yang sedapat munglcin sesuai deng,m tuntutan 
pekerj W1J1; 

b. memllild pcngalaman peling lcurang 2 (dua) tahun terlibat 
secara aktif dalau>. kegiatan yang berkaitan dengan Pengadasn 
B&rang/Ja11a; dan 

c. merniliki kemampuan kerja secant berkelompok dalaJn 
melakaanakan setiap tugas/pekerjaannya. 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi PPK.om, harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. memiliki integritas; 
b. memililci disiplin tinggi; 
c, memiliki tanggungjawab dan kualifikaai teknis serta manajeria! 

unruk rnelaksanakan tugas: 
d. mampu menga.mbil keputusan, bcrtindak tegaa dan memilild 

keteladanan dalam sikap perilalcu serta tidak pemah terlibat 
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN); 

e, menandatangani Pakla lntegritas; 
f. merniliki tanggung jawab dan kualifikasi teknia serta manajerial 

untuk melaksanalcan tugaa; 
g. mampu meogambil keputusan, bertindak tegas dan memill.ki 

keteladanan dalam aikap perilaku serta tidak pemah terlibat 
Korupsi Koluai clan Nepotime fl(KN); 

h, tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah 
Membayar {PP-SPM) atau Bendahara; dan 

i, memilild SertiflkAt Keahlian Pcngadaan Barang/ Jasa. 

Pasal 8 

Paragraf 3 
PPKom 

(3) KPA dalam melaksakanan tugas bertanggungjawab kepada PA. 

(2) KPA sebagairnana dimaksud pada ayat [I], wangkat oleh Bupati 
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari 
Direktur. 
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11) Untuk dapat diangkat menjadi PPI'K, harus rnemenuhi syarat 
sebagal berikut: 
a. mem!likl integritas; 
b. mem.iliki disiplln tinggi; 
c, memillki tanggungja•·ab clan knellfika•i teknis eerta manajerial 

untulc melalusanakan tugae; 
d. mampu mengiambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

keteladarum daJam sikap perilaku serta tidak pemah terlibat 
Korupsi Kolusi dan Nepotime (JCKN); 

e. menendatengani Pakta lntegritas; 
f. memiliki tanggung jawab dan lrualifikasi teknis serta manajerial 

untuk metakeanakan rugas; 
g. mampu mengambil keputuaan, bertindak tega.s dan merniliki 

keteladanan dalaro sikap perilaku serta tidak pernah terlibat 
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN); 

Pasal 10 

Paragnu'S 
PPTK 

(l) Untuk dapat diangkat menjadi PPK BLUD, harua memenuhi syarat 
sebaga.i berikut: 
a. memiliki integritas; 
b. mem.i.lik.i disipl.in tinggi; 
c. merniliki tanggungjawab dan kueli6kasi teknla eerta manajerial 

untuk melaksanakan rugas; 
d. rnampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memillkl 

keteladanan dalam silmp perilaku serta tidak pemah terliba.t 
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN); 

e. menandatangani Pakta Integritas; 
f. memiliki tanggung jawab dan lmali6kasi teknis serta manajerial 

untuk melaksanakan tugas; 
g. rnampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat 
Korupsi Kolusi dan Nepotirne (KKN}; 

h. menduduki jabatan minimal eselcn Ill; 
i. menduduki jabatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di 

bidang Keuangan. 

(21 PPK BLUD sebagairoana dimakeud pada ayat (1), diangkat oleh PA 
dan ditetapkan dengan Keputusan PA. 

(31 PPK BLUD dalam meleksa.k.anan tugas bertanggung jawab kepada 
PA/KPA. 

Pasal 9 

Paragraf4 
PPKBLUD 
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(4) Dilarang duduk sebagai Panitia Pengedaan: 
a. PPKom, PPK BLUD, PPTK, dan Bendahara; 
b. Pejabat yang bertugas melakuk.an veriflkasi surat pcnnintaan 

pembayaran dan/atau pejabet yang bertugas menandatBngani 
surat perintah membayar. 

(3) Panltla Penpdaan berjumlah gasaJ beranggotakan selru.rang· 
tmrangnya 3 (Tigl!J orang yang mcmahami tata cara. pengadean, 
substansl pekerjaan kegiatan yang bersanglrutan dan bidang lain 
yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar 
instansi yang bersanglrutan dan memiliki sertifilalt keahlian 
Pengadaan Ba:rang/Jasayang masih berlaku. 

{ll Untuk dapat diangk.at mcnjadi Panitia Pcngadaan, harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
b. memahaml pekerjaan yang akan dlla.ksenakan; 
c. memahami jen!a pelcerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia 

pengadaan barang/jasa: 
d. memahemi isi dokumen, metode dan prosedur penpdaan; 
e. rnerniliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan kompetensi yang disyaratkan; dan 
r. menandatangani Pakta Int.egritas. 

(2) Anggota Panitia Pcngadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari 
kalangan BLUD-RSUD maupun Instansi teknis lainnya yang 
memiliki sertifikat keahlie.n Pengadaan Barang/ Jasa yang ma.sih 
berlaku. 

Paragraf6 
Panitia Pengadaan 

Pasal 11 

h, minimal menduduki Jabatan Struktural Eselon N; 
i, mempunyal tugas pokok dan fungsi jabatan yang sesuaj dengan 

kegiatan yang dilaksanakan. 

(2} PPrK eebagaimana dimaksud pa.da ayat (I) diangkat oleh PA dan 
ditetapkan dengan KepUlUll8n PA. 

(3) PPTK dalam melaksakanen tugas bertanggung jawab kepada 
PA/KPA. 

(4) Guna kelancaran pel.ak.sanaan tugaa, PPTK dapat dibantu oleh 
Pembantu PPI'K yang dlangkat oleh PA dan ditctap.kan dengan 
Keputusan PA. 

(SI Pembantu PPI'K dalam m.elakaak.anan tugas bertanggung jawab 
kepada PP'l'K. 
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{I] Uotuk de.pat diangkat menjadi Panitia Penerima Ha.sil Pekerjaa.n, 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
b, mema.ha.mi iai kontrak; 

~af8 
Panitia Pcnerima He.ail Pekerjaan 

Pasal 13 

(5) Pcjabat Pengadaan dalam mcleksakanan tups bertangung jawab 
kepe.da. PA/KPA. 

(41 Pcjabat Pengad.aan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat 
oleh PA dan ditetapkan dengan Keputusan PA. 

(3) Dile.rang duduk sebagai Pejabat Pcngadaan: 
a. PPKom, PPK BLUD, PPTK dan Bendahara; 
b. Ptjabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan 

pembayamn dan/ata.u pejabat yang bertugas meoaodatangani 
surat perintah membayar. 

(2) Pejabat Pengadaan berasal dari pege.wai negeri sipil, bailc dari 
kalangan BLUD-RSUD maupun lnstansi teknis lainnya yang 
memilikl eertiflkat keahlian Pengade.an Barang/Jasa yang maalh 
berlaku. 

(l) Untuk dapat dianglcat menjadl Pejabat Penpdaan, hams 
memenuhi ayarat sebagai bcrikut: 
a. memillki lntegritas, disiplin clan tanggung jawab da\arn 

melaksanakan rugas; 
b, memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; 
e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi rugas pejabat 

pengadaan barang/jasa; 
d. memahami isi dok:umen, metode dan prosedur pengadaan; 
e. memiliki sertifikat lreahlian pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan kompetensi yang disyaratkan; dan 
f. menandatangani Pakta lntegritas. 

Paragraf7 
Ptjabat Pengadaan 

Pase.I 12 

(5) Panitie. Pengadaan sebagaimana d!maksud pa.de. ayat (1) diangkat 
oleh PA dan dltctapkan dengan Keputusan PA. 

(6) Panitia Pengadaan dalaJn melaksakanan tugas bertangung jawab 
kepada PA/KPA. 
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[I] Dalam pengadaan barang/jasa., PA mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. roenetapkan Rencana Umum Pengadaan; 
b. mengwnumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan 

sekuJ'ang-kw'annya di Website resmi LPSE Kabupaten 
Purworejo; 

c, menetapkan PPKom; 
d. menetapkan Panitia Pengadaan; 
e. menetapkan Panitia Penerima Hasil Pelrerjaan; 
f. menetapkan : 

1. pemenang pada Pelelangan at.au Penyedia pada Penunjukan 
Langsung untuk Paket Pengadaan Bamng/Pekerj&an 
Kontruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai di ata.s 
Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliyat Rupiah); atau 

2. pemenang pada selekfli atau Penyedia pada Penunjukan 
Langsung untuk Paket "1:ngadaan Jasa Konsultaai dengan 
nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliyar 
Rupiah); 

g. mengawasi pelaksanaa.o anggaran; 
h. meoya.mpeikan laporan keuengan aesual dengan pera.turan 

perundang-undangan; 
i. menyelesa.lkan perselisihan antara PPK.om deogan Panitia 

Jlen&adaan dawn hal terjadi perbt!daan pcndapat; da.o 
j. mmgawasi penyimpanan dan pemelihaa.raan selun.lh Dokumen 

Pengadaan Be.rang/Jasa. 

(2) Selain tupa pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l), dalarn hal diperlukan, PA dapat: 
a. menetapkan tim teknis; 
b. menetapkan pembantu PP11<; dan/atau 
c. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan 

melalui Sayembara/Kontes. 

Pasal 14 

Paragraf l 
PA 

e, memiliki kualillkasi teknis; 
d. menandatangani Pakta Integritas; dan 
e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 

Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 

(2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 J, diangkat oleh PA dan ditetapkan d.engan Keputusan PA. 

(3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksakanan tugas 
bertangungjawab kepada PA. 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Wewenang 

 



1,, 

( l) Dalam pengadaan baning/ jasa, PPKom i:oempunyai tugas dan 
kewen.angen: 
a. membu.et spesifikasi teknia barang/ja.sa; 
b. membuat Harp Perkiraan Sendiri (HPS); 
c. membuat Ra.ncangan Kontrak; 
d. menerbitlcan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
e, menandatangani Kontralc; 
f. melak8anekan Kontrak dengen Pl:n~ Berang/jasa; 
g. mengenda.likan pelaksanaan Kontrak; 
h. melaporkan pelalcsanaan/penyelesaian Pengadaan Be.rang/ 

Jasa; 
i. menyerahkan basil pekerjaan Pengadaan Bamng/Jasa; 
j. melaporkan kemajuan peketjaan termasuk penyerapen 

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA 
setip triwulan; 

Pesa! 16 

Panqvaf3 
PPKom 

(l) Dawn pengadaan barangjjasa, KPA mempunyai tugas pelimpahan 
sebagian wewene.ng dari PA seeuai bidang tugw;nya, yang meliputi : 
a. menetapken Rencana Umum Ptngadaan; 
b. mengwnumkan secara luas Rencana Umwn Pengadaan 

sekurang-kurannya di Website resml Layanan Pengadaan 
Secara E!ektronik (LPSE) Kabupeten Purworejo; 

c. menetapkan PPKom; 
d. menetapkan Panitia. Pcngadaan; 
e. menetapkan Penitia Penerima Hesil Pekcrjaan; 
f. menetapkan ; 

I. pemenang peda Pelelangen atau Penyedia pada Penunjukan 
Langsung untuk Palcet Pengadaan Barang/Pekerjean 
Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas 
Rpl00.000.000.000,00 [seratus mi.Iyer rupiah); atau 

2. pemeneng pada Seleksi et.au Penycdia peda Penunjukan 
Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan 
nilai di aw Rpl0.000.000.000,00 (Sepuluh miliyer Rupiah); 

k. mengawasi peleksanaan anggeran; 
I. menyampaikan Japoran keuangan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
m, menyeleseikan persehsihan antara PPKom dengan Panitia 

Pengadean dalem hal tetjadi perbedean pendapat; dan 
n. mengawasi penyimpanan dan pemelihaaraan selurub Dokumen 

Pengadaan Barang/ Jasa. 

Pasal 15 

Paragra.f 2 
KPA 
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{2) Dalam hal PPTK dibantu oleh Pembantu PPI'K. maka Pemba.ntu 
PPTK mempunyai tugas membantu PPTK dalam melaksanakan 
kegiatan teknis dan administrasi, baik dari segi perencaoaan, 
pelaksanaan, pernantauan, dan pelaporan kegiatan. 

(1) Dalam pengadaan barang/ jasa, PPI'K mempunyal rugas: 
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 
c. membantu PPKom dalam menyiapkan dokwnen pengadaan 

barang/ jasa; clan 
d. menyiapkan dokumen anggaran alas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen adminiatrasi 
kegjataan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan 
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undengan. 

Pasal 18 

{I) Dalam pengadaan barang/jasa, PPK BLUD mempunyai tugas: 
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa; 
b. meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU; 
e. melakukan verifikasi SPP; 
d. menyiapkan Not.a Dinas persetujuan pembayaran; 
e. melakukan verifilcasi harian atas penerimaan; 
f. melakukan penerimaan atas laporan pertanggungjawaban 

bendahara penerima untuk mencocokkan antara pendapat.an 
yang diterima dengan bukti setor ke leas daerah; 

g. meneliti kelengkapan dokumen laporan pert.anggungjawaban 
dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dibayark:an, 
sebelum disampaikan pada PA/KPA. 

Paragraf 5 
PPrK 

Pasal 17 

Paragraf 4 
PPKBLUD 

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pela.ksanaan Pengadaan Barang/jasa; 

I. mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan, 
dan/atau perubahanjadual kegiatan pengadaan; 

m. menetapkan tim pendukung clan menetapkan tim atau tenaga 
ahli pernberi penjelasan telcnis (aanwijzer) untuk membantu 
pelaksanaan rugas Panitia Pcngada.an Barang/ JaM; 

n. menetapkan besaran Uang Mu.ka. 
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(1) Oatam pengadaan barang/jaaa, Pcjabat Plmgadaan mempunya.i 
tugas: 
a. membuat paket pcmbclian barang/jasa melalui aplikasi 

E-Purchasirlg. 
b. mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada 

penyedia barang/jaaa yang terdaftar pada &istem Katalog 
Elcktronik (E-CatalogueJ mclalui E-Purc:hasing. 

c. meneruskan paket pcngadaan yang sudah disetujui kcpada 
PPKom; 

d. membuet lapomn hasil pengadaan kepada KPA melalui PPKom. 

Pasal 20 

Panignif 7 
Pejabat Pengadaan 

(!) Dalarn pengadaan barang/ jaaa, Panitia Pengadaan mcmpunyai 
tugas; 
a. menyusun jadual dan menctapkan cara pclaksanaan serta 

lokasi pengadaan. 
b. menyiapkan dolcumen pcngadaan; 
c. menilai kue 1i6ka si penyedia me \alui pascalcualifilcasi a tau 

prakualifikasi; 
d. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 
e. menctapkan: 

l. Pemenang untuk Pakct Pengadaan Barang/Pckerjaan 
Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dcngan 
Rp!00.000.000.000,00 (Seratus miliyar Rupiah}; atau 

2. Pemenang untuk Paket Pcngadalul Jasa Konsulta8i dengan 
nilai aampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (Sepuluh miliyar 
Rupiah); 

f. mcmbuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepade 
pejabat pembuat kornitmen dan/atau pejabat yang 
mengangkatnya; 

g. menandatangani pakta integritas scbelum pc!aksanaan 
pengada.an barang/jasa dimulai. 

Pasal 19 

Paragraf6 
Panitia Pengadaan 

• 
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Jenjang Nilai untuk Pengadaan Barang/Jasa, ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai 

sampai dengan Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta 
Rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung, 
dengan kelengka.pan dokumen sebagai berikut: 
I. pengadaan dengan nilai sampe.i dengan Rp!0.000.000,­ 

(Sepuluh juta Rupiah), bentuk kont.rak berupa nota.; 
2. pengadaan dengan nilai sampe.i dengan RpS0.000.000,- (LiJUa 

puluh juta Rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi: 
3. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,- {Tujuh 

rarus lima pu!uh juta Rupiah), bentuk kontrak berupa Surat 
Pcrintah Kerja (SPIC), kecuali pckerjaan konstrukai denga.n 
jaminan pela.kaanaan. 

b. Pengadaan barang/pekerjaan konatrukai/jasa lainnya dengan nilai 
lebih dari Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), 
di!akukan dengan Metode Pelelangan Umum; 

e. Penunjukan Langsung dilaksanekan sesuai dengan Peraturan 
Pengadaan Bacang/ Jasa yang berlaku. 

Pasal 22 

Paragraf 1 
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa 

Bagian Kesatu 
Jenjang Nilai 

BABVI 

JENJANG NILA! DAN PENGADMN SECARA KONSINYASI 

Dalam pengadaan barang/jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
mempunyai tugas: 
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan BarMg/Jasa 

sesuai dengan ketentuan yang tercanrum dalam Kont.rak; 
b, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui 

pemeriksa.an/ pengujian; 
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Semh Terima Hasil 

Pekerjaan; clan 
d. menyerahkan basil Peogadaan Barang/Jasa kepada PA/KJ>A 

dengan berita acara. 

Pasal 21 

Paragraf 8 
Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan 

c. meneruskan paket pengadaan yang sudah disel:\.tjui kepada 
PPKom; 

d. membuat laporan hasil pengadaan kepada KPA melalui PPKom. 
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(4) Perobayaran barang secara konsinyasi dilakukan setelah barang 
tersebut digunakan untuk kebutuhan pelayanan oleh BLUD-RSUD. 

(5) Pengadaan aecara konainyasi dengan nilai sampai dengan 
Rp750.000.000,- (Tujuh rarus lima puluh juta Rupiah), dapat 
dilakukan dengan Met.ode Pengadaan Langsung, dengan 
kelengkapan dokumen sebegai berikut: 
a. pengadaan seeara konainyasi dengan nilai sampai dengan 

Rpl0.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah), bentuk kontrak berupa 
ncta; 

{3) Harga barang secara konsinyasi ditentukan berdasarkan perjanjian 
k.erjaaama antam BLUD-RSUD dan Produsen/Distributor 
{Kon.sinyo,i. 

(2) Pengadaan secara kon&inyasi aebagai.ma..na di.maksud pada ayat Ol, 
dilakukan dengan cara Produsen/Distributor (Konsinyor) 
menitipkan barang di BLUD-RSUD, selanjutnya barang tersebut 
dapat dipergunakan secara langsung bagj kebutuhan pelayanan 
oleh BLUD-RSUD. 

[I] Pengadaan Barang di BLUD-RSUD dapat dilakaa.nak.an secara 
Konsinyasi. 

Pasal 24 

Bagjan Kedua 
Pengadaan Secara Konsinyasi 

Jenjang nilai untuk pengadaan jasa konsultansi, ditetapkan sebagai 
berilrut: 
a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan 

Rp500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), dapat dilakukan dengan 
Met.ode Pengadaan Langsung, dan kelengkapan dokumen sebagai 
berikut: 
I. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rpl0.000.000,­ 

(Sepuluhjuta Rupiah), bentuk kontrak berupa nota; 
2. pengadaan dengan nilai sampai dengan RpS0.000.000,- (Lima 

puluh juta Rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi; 
3. pengadaan aampai dengan RpS00.000.000,- (Uma ratua juta 

Rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPIC). 
b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas 

RpS00.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), dilakukan dengan 
Met.ode Seleksi Umum. 

c. Penunjukan Langsung dila.k&ana.kan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pengadaan Barang/Jasayang berlaku. 

Pasal 23 

Paragraf2 
Jenjang Nilai Pengadaan Jasa Konsultam!li 
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(21 Pengadaan secara Swakclola sebagil..imana pada ayal (1), 
merupakan kegiatan Penpdaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya 
dlrencanakan, dikerjakan dan atau diawaai aendirl oleh lnatans! 
sebft8ai penanggungjawab anggaran. 

(31 Pekerjaan yang dapat dilalrukan sccam Swakelola meliputi: 
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

dan at.au memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya 
manusia SCfluai dengan tugaa pokok; 

b. pekerjaan yang bensifat teknis operasional dan pemelihara.annya 
mernerlukan partisipasi Jangsung masyarakat; 

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau 
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; 

{lJ Pengadaan Barang/Ja.sa di BLUD-RSUO dapat dilaksanakan 
dengan cara Swakelola. 

BAB \/III 

PENOADMN BARANG / JASA SECARA SWAKELOLA 

Pasal 26 

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Konsultansi/Jasa Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
kecuali untuk Pengadaan Konsinyasi. 

Pasal 25 

TATA CARA PEM!UHAN PENYEDIA BARANO/PEKERJAAN 
KONSTRUKS!/JASA KONSULTANS!/JASA LAINNYA 

BAB VII 

(6) Barang yang diperoleh del188Jl pengadaan secara Konsinyasi 
sebagairoana dimaksud pada ayat (2), tida.k dicatat scbagai aset 
atau persediaan BLUD-RSUD. 

b. pengadaan secara konsinyasi denga.n nilai lebih dari 
Rpl0.000.000,- {Sepuluh juta Rupiah), sampai dengan 
RpS0.000.000,- (Lima puluh jut.a Rupiah), bentuk kontrak 
berupa kuitansi; 

c. pengadaan dengan nila.i lebih dari RpS0.000.000,- (Lima puluh 
juta Rupiahl sampai dengan Rp?S0.000.000,- [Tujuh ratus lima 
puluh juta Rupiah)bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja 
(SPK). 
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{l) Bentuk kerangka kontrak/surat perjanjian barang/jasa terdiri dari: 
a. Pexnbukaan, yang terdiri dari: 

l. judul kontrak, menjelaskan tentang judul kontrak yang akan 
ditandatangani; 

2. nomor kontrak, menjelaskan nomor kontrak yang akan 
ditandatangani jika terjadi perubahan nomor kontrak harus 
berurutan seeuai dengan berapa kali mengalami perubahan; 

Pasal 28 

Bagian Kedua 
Bentuk dan lsi 

(2) Tujuan penyusunan lcontrak a.daJah se~ alat untuk melakukan 
monitoring, evaluasl dan penpwasan pelakaanaan pekerjaan. 

(1) Maksud diadakannya kontrak adalah sebegai peraetltjuan atau 
kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melalrukan suatu 
ikatan daJam pelaksanaan pekerjaan, den mclaksanakan kewajiban 
masing-masing. 

Pasal 27 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tiajuan 

BABIX 

KONTRAK PENGADAAN 

d. pekerjaan yang secara rincl atau detail tida.k dapat 
dihitung/ditentuka.n terlebih dahulu, sehingp apabila 
dllaksanakan oleh penyedia barang/jaaa akan menimbulkan 
ketidakpaatian re11iko yang besar; 

e. penyelenggaraan diklat, kursue, penataran, seminar, lokakacya 
atau penyuluhan; 

f. pekerjean yang berupa proyek percontohan (pilot project) dan 
survei yang bcrsifat khusus untuk pengembangan 
teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh 
penyedia barang/jasa; 

g. pekerjaan yang berupa survei, pemrosesan data, perumusan 
kebijakan pemerintah, pengajian di laboratorium dan 
pengembangan sistem tertentu; 

h. pekerjaan yang bersifat rshasia ba.gi Instansi yang 
bersangkutan; 

L pekerjaan yang berupa penelitian dan pengembangan dalam 
negeri. 
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Pasal30 

{)) Kontrak pengadaan barang/jasa di1aksanaka.n dengan 
memperhatikan ketentuan da1em Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. 

(2) Para pihak menandatangani kontrak paling Jambat 14 (Empat 
belaa) hari kerja terhitung scjak diterbitkannya Surat Penetapan 
Penyedia Barang/ Jasa dan sctclah penyedia barang/ jua 
menyerahkan surat jaminan pelakeanaan sebesar 5% (Lima persenl 
dari nilai kontrak kepada penauna barang/jasa. 

(3) Surat Penetapan Penyedia Banmg/jaaa disahkan oleh Pejabat yang 
berwenang yang dalain hal ini adalah PA. 

141 Surat Perjanjian/Kontre..k dibuat apabila pengadaan di1akukan 
dengan metode pelelangan umum, scdangkan untuk pengadaan 
yang tidak dilakukan melalui pelelangan umwn, maka pelak6enaan 
perikatannya dilakukan dengan Surat Perintah Kerja, lruitanai atau 
not.a. 

Ragiao Keempat 
Petaksanaen 

Jenis kontrak untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di BLUD­ 
RSUD adalah kontrak pengadaan tunggal, dengan bentuk pembayaran 
dapat berupa lump sum, terima jadi atau prosentase. 
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3. tanggal kontrak, kontrak ditandatangani setelah ada 
penunjukkan penyedia barang/jasa, sehingga tanggal 
kontrak tidak boleb mendahului tanggal penunjukkan 
pcnyedia barang/ jasa; 

4. para pihak dalam kontrak, menjelaskan identitas dari para 
pihak yang menandatangani kontrak. 

b. isi kontrak, sckurang-kurangnya memuat: 
l. pemyataan kesepakatan para pihak membuat kontrak; 
2. pemyataan kesepakatan para pihak tclah menyetujui 

besamya hargll kontrak; 
3. pcmyat.aan Jampiran dokumen anerupakan bagia.n yang 

tidak terpisahkan dari kontrak; 
4. pernyataan kescpakatan para pihak untuk melakeanakan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; 
5. pemyataan jangka waktu pelakaana.an kontrak. 

c. pcnutup kontrak, sclrurang-kurangnya memuat: 
1. pemyataan para pihak dalam pcrjanji.a.n telah menyetujui 

untuk melaksanakan perjanji.a.n sesuai dengan ketenruan 
yang berlalru; 

2. tanda t.angan para pihak dalam pcrjanJian. 

Begian Ketiga 
Jenis 

 



..,,, 

(11 Prosedur permintaan pembayaran dapat dilaksanakan sebagai 
berikut; 
a. Penyedia Barang/Jesa mengajukan permohonan pembayaran 

kepada PA/Kl'A; 
b. Surat Pertanggung jawaban {SPJI diteliti oleh Sub. Bag. 

Akuntansi dan Verift.ka.si, setelah dinyat.ak.an lengkap dan benar 
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

c. SPP beserta lampirannya yang sudah ditandatangani Bcndahara 
Pengeluaran dan PPTK d.iserahkan kepada PPK BLUD untuk 
diteliti, setelah dinyata.kan leng.kap dan benar, PPK BC.UD 
menyusun Nota Dinas Persetuiuan Pembayaran dan wajukan 
kepada Direktur sela.ku PA untu.k mendapa.t persetujuan 
pcmbayaran; 

d. Nota Dinas Persetuiuan Pembayaran menjadi dasar untuk 
penerbitan eek yang ditandatangani Direktur selaku PA dan 
Bendahara Pengeluaran; 

e. eek yang sudah ditandatangani oleh Direktur aele.lru PA da..o 
Bendahara Pengeluaran dilampiri Rckap TTansfer Pihak Ketiga 
ya.og sudah dlaiapkan oleh Bendahara Pengeluara.n dikirim ke 
Bank Jateng Cabang Pwworejo; 

t. Bank Jateng Cabang Purworejo r:nentransfer permintaan 
pembaya.ran langaung (SPP-LS) kc rekening Pihak Ketiga 
berdasarkan rekap Transfer yang sudah diaiapkao oleh 
Bendahara Pengeluaran; 

g. Bank Jateng Cabang Pwworejo mentransfer pcrmintaan 
pembayaran Uang Penediaan, Oantl Uang, Tambah Uang (SPP· 
UP/ SPP-OU/ SPP·TU) kc rekenlng Bendaham Pengeluaran . 
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PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN 

BABX 

(6) Surat perjanjian/kontrak ditandatangani oleh PA dengan Penyedia 
Barang/ Jase.. 

{51 Surat Perintah Kerja dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 
merupakan dasar untuk penerimaan barang, harus dengan tegas 
memuat dan menyatakan jumlah baTang dan biaya maupun syarat­ 
syarat lain yang diperlukan. 

 



Surat Pertanggungjawaban pengadaan b8Tang/jasa konstruksi/ jasa 
konsu!IA81/jasa la.innya dan pengadaan ba.rang seeara konslnyasl 
harus dilengkapi dengan larnpiran antara lain sebagai berilrut: 
a. pelelangan umum: 

1. surat bukti pengeluaran dinas; 
2. kuitansi benneterai; 
3. faktur pajak stander; 
4. berita acara penerimaan basil pekerjaan pengadaan barang/ 

jasa; 
5. dolrumen kontrak; 
6. surat permohonan pembayaran; 
7. berita acara pembayaran; 
8. SSPPPN; 
9. SSP PPh; 
10. referensi bank; 
11. jaminan Jamsostek (konstruksi); 
12. jaminan uang muka [apabila mengajukan uang muka); 
13.ja.min.an pelaksanaan; 
14.jaminan pemeliharaan (konstruk!ii); 
15. lzin Mendirikan Banguna.n (konstrul<si); 

b. Pengadaan Langsung: 
1. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilal umpai dengan 

Rpl.000.000,· tSatujuta Rupiah): 
a) nota; 
b) Surat Bukti Pengeluaran Dinas. 

2. Pengadaan Bara:ng/Jasa dengan nilai di atas Rpl.000.000,­ 
(Satu juta Rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000,· (Sepuluh juta 
Rupiah): 
al surat bukti pengcluaran dinas; 
b) kuitansi bermeterai; 
c) nota/falnur penjualan; 
d) faktur pajak standar [bila adaj; 
et surat pesanan: 
f) berita acara pembayaran (LSI; 
g) SSP PPN; 
h] SSP PPh; 

3. Pengadaen Barang/Jasa dengan nilai di atas Rpl0.000.000,­ 
(Sepulub juta Rupiah) sampai dengan RpS0.000.000,- (Lima 
puluh juta Rupiah): 
a) surat bukti pengeluaran dinas; 
b) kuitansi benneterai; 
c) nota/faktur penjualan; 
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SURATPER'T'ANGGUNGJAWABAN 
BAB XI 

 



d) faktur pajak stander; 
e) berita acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ 

jasa: 
I) berita acara pemeriksaan; 
g) berita acara pengadaan; 
h) surat pesanan; 
i) berita acara pembayaran (LS); 
j) SSP PPN; 
kl SSP PPh. 

4. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai lebih dari RpS0.000.000,· 
(Jim.a puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,· (tujuh 
rarus lima puluh juta Rupiah), harus dilengkapi dengan: 
a) surat bukti pengeluaran dinas; 
b) lrui tansi bermcterai; 
c) nota/faktur penjualan; 
d) faktur pajak standar (bila ada); 
e] berita acara pcnerimaan hasil pckerjaan pengadaan barang/ 

jasa; 
I) berita acara pemeriksaan; 
g) bcrita acara pengadean; 
h) surat pcsanan; 
i) Surat Perintah Kerja (SPK); 
j) Jampiran SPK; 
kJ surat penawaran; 
I) Berita Acara Pcmbayaran (BAP); 
m) SSP PPN; 
n) SSPPPh; 
o) referensi bank. 

5. Pengadaan Barang/Jasa dcngan nilai lebih dari 
Rp750.000.000,- rrujuh ratus funa puluh juta Rupiah], harus 
dilengkapi dcngan: 
a) surat bukti pcngeluaran dlnas; 
b) kuitans] bermcterai; 
c] nota/faktur pcnjualan; 
d) faktur pajak tandar; 
e) berita acara pcnerimaan hasil pckerjaan pengadaan 

barang/jasa; 
I) bcrita acara pemeri ksa an; 
g) bcrita acara pcngadaan; 
h) surat pesanan; 
i) Surat Pcrintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian kontrak; 
j) lampiran SPK; 
k) surat penawaran; 
l) bcrita acara pembayaran; 
m) SSPPPN; 
n) SSP PPh; 
o) referensi bank. 

 



(3) Pemimpin BLUD-RSUD dapat meminta aparat pengawasan 
fungsional untuk melalrukan audit tindak)anjut hasil pemantauan 
dan penertiban yang dilakukan oleh SP!. 

(2) Pemanta.uan dan penertiban dilaksanakan oleh Satuan Pengawas 
Intern {SPJ) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

{l) Pcmimpin BLUD-RSUD melakukan pemantauan, penertiban dan 
pembenb>kan sistem pengendalian manajernen terhadap pengadaan 
barang/ jaaa pada BLUD-RSUD. 
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PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

BAB XII 

6. Swa.kelola 
a) surat bukli pengeluaran dinas; 
b) kuitansi; 
cl faktur paja.k standar; 
d) bcrita acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan 

barang/ jaaa; 
e) Kerangka Acuan Kerja [KAK); 
O Berita Acara Ptmbayaran (BAP): 
g) SSP PPN; 
h) SSPPPh; 
i) referenai bank; 
j) laporan pelaksanaan pekerjaan. 

7. Penwtjukan Langsung: 
a) surat bukti pengcluaran dinas; 
b) ltuitansi bermeterai; 
c) faktur paja.k standar; 
d) berita acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan 

banmg/jasa; 
e) dokumen kontrak; 
f) berita acara pembayaran; 
g) surat pennohonen pembayaran; 
h) SSP PPN; 
i) SSP PPh; 
j) referensi bank; 
kl jaminan Jamsostek (konstruksi); 
I) jaminan uang muka; 
m) jaminan pelaksanaan; 
n] jaminan pemeliharaan (konstruksi); 
o) l%in Mendirilcan Bangunan {konstruks.i). 

 



Pada ea.at Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/JIUIB pada Badan Layanan Umurn Daerah RSUD 
Dr. Tjitrowardajo Purwortjo (Serita Daerah Kabupaten Pwworejo 
Tahun 2014 Nomor 53 Seri E Nomor 44), sebagaimana telah diubah 
denpn Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengada.an Barang/Jasa Pada Badan 
Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Serita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 14 Seri E Nomor 11), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 

BABXIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

(3) DalaJn hal obat yang sudab dimuat pada Katalog Elektronik (E­ 
Ca:talogue), tidak tersedia pada distributor maupun pabrik obat 
pada saat dilaku.kan E-Purchasing, maka pengadaan obat tersebut 
bcrpedoman pada Formularium Rumah Sakit dengan jenis serta 
komposisi obat yang sama dan harga reguler, 

11) Pengadaan oba.t di RSUO mcnga.cu pada Fonnularium Nasional, 
K.atalog Elcktronik (E-Catalogue} dan Fonnulariwn Rumah Sakit. 

12) Dalam hal obat yang sudah tercantum pada Fonnularium Nasional 
tetapi belum dimuat dalam sistem Kat:alog Elektronik (E-Cata/ogue), 
maka pengadaan oba.t tersebut berpedornan pada Formularium 
Rumah Sakit dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan 
harga reguler. 
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Pasal 34 

(1) 8111"9.118/Ja.aa yang sudah dimuat dala.m sistem Kata.log Elektronik 
(E-Catalogue) digunakan sebagal pedoman pelaksanaan pengadaan 
barang/ [asa. 

(2) Dalaln haJ banulg/jasa yang dimuat dalam si•tem Katalog 
Elektronik, speai.likasinya tidak seeuai dengan kcbutuhan BWD­ 
RSUD, maka pengadaannya dilakuk.an di luar sistem Ka.talog 
Elektronik (E-Cataloguej. 

BABXID 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

• 
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SESUAI DEN GAN ASLJNY A 
A BAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI B NOMOR 6 

Ttcl. 

TRIHANDOYO 

Diundang.kan di Purworeio 
pada tangga1 

SEKRETARIS DAERAH .KABUPATEN PURWOREJO, 

AGUSUTOMO 

Ttd. 

Pj. BUPATI PUmYOREJO. 

Ditetapkan di Purworeio 
pada tanggal 16 i>.,ru.an 2016 

Af!1Jr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempa.tannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20 l6. 
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